
 

 

 
 
 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN  BUPATI  LUMAJANG 

NOMOR 65 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN  2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  LUMAJANG, 

 

Menimbang  : bahwa  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2021 Nomor 9), perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4421); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4422); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 



 
 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5107); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 



 
 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 888); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 93); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Nomor 8); 



 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 115); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2021 Nomor 65). 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten Lumajang. 
3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Lumajang. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 

melakukan Urusan Pemerintahan Daerah. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lumajang. 
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat PAPBD adalah Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang. 

 



 
 

Pasal 2 

 

APBD   terdiri   atas   pendapatan   daerah,   belanja   daerah,   dan 

pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 
2021  berjumlah  Rp2.232.107.634.781,00 (dua triliun dua ratus tiga 

puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu 
tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar 
Rp174.801.215.367,00 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan 

ratus satu juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh 
rupiah) sehingga menjadi Rp2.406.908.850.148,00 (dua triliun empat 

ratus enam miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus lima 
puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian 
sebagai berikut : 

1. Pendapatan daerah 
  

 
a. Semula Rp 2.136.607.634.781,00  

 

 

b. Berkurang  Rp  (48.358.063.893,00) 

 

 

Jumlah pendapatan daerah setelah 

perubahan  

Rp2.088.249.570.888,00 

2. Belanja Daerah 
  

 

a. Semula Rp 2.232.107.634.781,00  

 

 
b. Bertambah  Rp 174.801.215.367,00  

 

 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan  
  

Rp2.406.908.850.148,00 

3. Pembiayaan Daerah 

 

 
a. Penerimaan Pembiayaan 

 

 
1) Semula Rp  98.500.000.000,00  

 

 

2) Bertambah  Rp 220.659.279.260,00  

 

 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
perubahan 

Rp 319.159.279.260,00 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

 

 
1) Semula Rp 3.000.000.000,00  

 

 
2) Berkurang Rp    (2.500.000.000,00) 

  Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan  

Rp 500.000.000,00 

 Jumlah pembiayaan neto setelah 
perubahan  

Rp 318.659.279.260,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

perubahan                           

Rp 0,00 

 

Pasal 3 
 

Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I  :  Ringkasan Penjabaran PAPBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan 
Bersifat Khusus; 



 
 

6. Lampiran VI  : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Belanja Bagi Hasil; 

7. Lampiran VII :  Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,  
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan  
Pembiayaan 

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan 
DBHMinyak dan Gas Bumi Menurut Urusan  
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan 

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut   
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan 

10. Lampiran X   : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
pada Daerah Perbatasan  Dalam Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

 

Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 
Pelaksanaan Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

 
Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 8 Oktober 2021  
 Agustus 2019 

BUPATI  LUMAJANG, 
 

ttd. 
 

H. THORIQUL HAQ, M.ML. 
Diundangkan di  Lumajang 
pada tanggal  8 Oktober 2021  

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG, 
 

ttd. 
 

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. 
NIP. 19690507 198903 1 004 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 65 

 

 

 

PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Ka. BPKD   

Plt. Kabag.Hukum    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Ka. BPKD   

Plt. Kabag.Hukum    

 


